WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 3%

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR %2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG SATU DATA INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan- data yang akurat,
mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh
pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu adanya
perbaikan tata kelola data informasi pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan, perlu didukung dengan
data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan
dalam penyelenggaraan satu data informasi pemerintahan
daerah;

c. bahwa Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data
Informasi Pemerintahan Daerah belum menampung
adanya perkembangan kebutuhan data dan kelembagaan

sehingga perlu diubah;



Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1B

pada huruf a, hurif b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG SATU
DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018
tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 83), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Magelang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

6. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi, informasi, dan statistik.



7.

10.

i

12.

Informasi Pemerintahan Daerah adalah informasi
pembangunan Daerah dan informasi keuangan
Daerah.

Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disebut Satu Data Informasi adalah
serangkaian kebijakan vyang bertujuan untuk
mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir,
terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan
berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu
sistem informasi terpadu yang mudah diakses oleh
pengguna data sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau
deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang
dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar,
peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang
merepresentasikan  keadaan = sebenarnya @ atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis,
dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek
alam dan/atau buatan manusia yang berada di
bawah, pada atau di atas permukaan bumi.

Informasi Geospasial adala Data Geospasial yang
sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat
bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kehunian.

Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu
Data yang menggambarkan, menjelaskan,
menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari
Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan,

atau dikelola.



13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

20.

Portal Data adalah media penyimpanan data yang
dapat diakses melalui web untuk berbagi pakai Data.
Walidata adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan,
dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh
Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan atau
pihak lain disepakati sebagai Produsen Data dalam
Forum Satu Data yang menghasilkan Data sesuai
kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Sistem Informasi Satu Data Informasi Pemerintahan
Daerah yang selanjutnya disebut DataGO adalah
sistem data warehouse terintegrasi berbasis website
yang berfungsi mengelola Data dari Produsen Data
secara aktual dan akuntabel untuk kebutuhan
pembangunan daerah.

Pembina Data adalah instansi vertikal yang memiliki
tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah dan
memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut
peraturan perundang-undangan untuk melakukan
pembinaan kepada daerah/ instansi terkait Data.
Pembina Data Daerah adalah instansi/Perangkat
Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan
pembinaan terkait Data.

Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/
daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau
badan hukum yang menggunakan Data.

Forum Satu Data adalah suatu forum koordinasi yang
beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata,
Koordinator Data, Produsen Data dan unsur lainnya
dalam mengumpulkan, _ mengonsolidasikan,
menyelesaikan permasalahan Data, serta
menyepakati kesatuan, penggunaan dan pemanfaatan

Data pembangunan.



21.Indikator Kinerja Pembangunan adalah Data yang

menggambarkan realisasi kinerja Perangkat Daerah
terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen

rencana pembangunan Daerah.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 5
Satu Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a. kondisi geografis Daerah;

b. demogralfi;

c. potensi sumber daya Daerah,;

d. ekonomi Daerah;

e. aspek kesejahteraan masyarakat;
f. aspek pelayanan umum;

g. aspek daya saing Daerah; dan

h. informasi keuangan Daerah.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Data statistik sektoral.

Selain Data  statistik sektoral sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Satu Data Informasi
jaga meliputi Data statistik geospasial yang terdiri
atas:

a. Data Geospasial dan

b. Informasi Geospasial.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.
Lo

C.

Pembina Data Daerah;
Koordinator Data; dan

Pengelola Data.



4, Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9
(1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, bertugas:

a. memberikan rekomendasi  dalam proses
perencanaan pengumpulan Data;

b. memberikan pembinaan terkait Data dan
Metadata;

c. bersama Walidata, memberikan pembinaan secara
berkala pada Produsen Data;

d. memeriksa kesesuaian (verifikasi dan validasi)
Data yang disampaikan oleh Produsen Data
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

e. memberikan  masukan terkait  perumusan
Rencana Aksi Tahunan.

(2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. Pembina Data statistik sektoral yaitu instansi
vertikal yang memiliki tugas pemerintahan di
bidang statistik di Daerah dan

b. Pembina Data statistik geospasial yaitu Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan usuran

pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ' jul’ 2e2v
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Diundangkan di Magelang
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